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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai faktor 

penyebab Masyarakat tidak melakukan pndaftaran hak milik atas tanah di 

masyarakat di Desa Dawata’a Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur, 

maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan Tentang hukum Hukum 

   pengetahuan hukum masyarakat di Desa Dawata’a dapat 

dikategorikan kurang. dalam hal pengetahuan tentang adanya atauran 

pendaftaran tanah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti 

dengan 22 orang Masyarakat Desa Dawata’a dimana peneliti menemukan 

dari ke 22 orang yang diwawancarai oleh peneliti 17 orang diantaranya 

mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tenang pendaftaran 

tanah dan 5 orang diantaraya tidak mengetahui jika ada aturan yang 

mengatur tentang pendaftaran tanah.  

2. Pemahaman Hukum 

   Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 17 orang 

masyarakat Desa Dawata’a yang mengetahui adanya aturan pendaftaran 

tanah tersebut juga memahami dengan baik aturan pendaftaran tanah akan 
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tetapi mereka tidak mendaftarkan hak milik tanah mereka untuk menjamin 

kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 

(1), (2), dan (3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah. 

3. Sikap Hukum 

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti salah satu 

faktor masyarakat enggan melakukan pendaftaran hak milik atas tanah 

yaitu sikap hukum masyarakat itu sendiri, dari 17 orang masyarakat Desa 

Dawata’a yang diwawancarai semuanya mengetahui dan memahami 

dengan baik tentang adanya aturan pendaftaran tanah akan tetapi mereka 

tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanahnya. anggapan 

masyarakat pendaftaran tanah menimbulkan beban pajak, belum tentu 

memberikan manfaat ketika mendaftaran anahnya, perlindungan diberikan 

negara relative sama ketika adanya sertifikat maupun tidak, biaya yang 

mahal hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan 

tanahnya. 

4. Pola Perilaku 

Tingkat kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran tanah dan 

mentaati aturan pendaftaran tanah di Desa Dawata’a Kecamatan Adonara 

Timur Kabupaten Flores Timur sangat minim. Padahal dengan 

mendaftarkan hak milik atas tanah sangatlah penting yaitu untuk menjamin 

kepastian hukum.Data hasil penelitian 17 orang masyarakat Desa 
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Dawata’a yang mengetahui dan memahami adanya aturan pendaftaran 

tanah, dari hasil wawancara semuanya tidak melakukan pendafaran hak 

milik atas tanah. Anggapan masyarakat hak milik atas tanah berdasarkan 

hukum adat maka pendaftaran tidak menjadi sebuah keharusan dan hak 

milik atas tanah di Desa Dawata’a kebanyakan bersifat kolektif yaitu 

kepemilikan bersama. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan penulis tentang faktor penyebab masyarakat tidak melakukan 

pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Dawata’a Kecamatan Adonara Timur 

Kabupaten Flores Timur yaitu : Pemerintah atau pihak terkait harus sering 

mengadakan sosialisasi atau memberikan pencerahan teradap masyarakat terkait 

pendaftaran tanah karena pendaftaran sangat penting yaitu untuk  memperoleh 

jaminan kepastian hukum. Dengan sering dilakukan sosialisasi masyaraat akan 

memperoleh informasi terkhususnya  terkait pendaftaran tanah, sehingga 

masyarakat tidak salah persepsi mengenai manfaat pendaftaran tanah. Sehingga 

dengan cukup pengetahuan dan pemahaman terkait pendaftaran tanah masyarakat 

akan mentaati aturan pendaftaran tanah yang berlaku. 
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